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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO. JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Perubahan Kedua Atas 
UU Nomor 11 Tahun 
2008 tentang ITE 
 

Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan 
Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Komisi 
I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah tanggal 8 
November 2023. 

1. Pembahasan Materi RUU tentang 
Perubahan Kedua atas UU ITE.     

2. Pembentukan Timus dan Timsin RUU 
tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. 

 

2.  Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi 
(Timsin) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 
ITE Komisi I DPR RI dengan Timus dan Timsin 
Pemerintah pada Selasa - Kamis, 14 -16 November 
2023. 

Perumusan dan sinkronisasi RUU tentang 
Perubahan Kedua atas UU ITE. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1 TNI Raker Komisi I DPR RI dengan 
Panglima TNI beserta KASAD, 
KASAL, dan KASAU tanggal 7 
November 2023. 

1. Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Pemilu 

Tahun 2024; 

2. Rencana Kontijensi dalam Pengamanan Pemilu Tahun 

2024 beserta Dukungan Anggaran. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2 Penyelenggara Jaringan 
Bergerak Seluler: 
Telkomsel, Indosat, XL 
Axiata, Smartfren 
Telecom 

Raker Komisi I tanggal 9 November 
2023. 

Tindak Lanjut RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen PPI 
Kemkominfo tanggal 19 September 2023 terkait dengan 
penipuan dan penyebaran konten negatif. 

 

3 BIN Raker Komisi I DPR RI dengan 
Kepala BIN tanggal 9 November 
2023. 

Untuk mengetahui Deteksi Dini dan Cegah Dini Persiapan 
Pemilu 2024. 

 

4 TNI Calon Panglima TNI tanggal 13 
November 2023. 

Pembahasan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan 
Calon Panglima TNI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  • KPU RI 

• Bawaslu RI 

• DKPP RI 

• Kementerian Dalam Negeri 

RI 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Rapat Dengar Pendapat Komisi 

II DPR RI dengan Ketua KPU, 

Anggota Bawaslu, Ketua DKPP, 

dan Plt. Dirjen Politik dan 

Pemerintahan Kementerian 

Dalam Negeri RI, dengan 

agenda konsultasi penyesuaian 

Peraturan KPU berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 

konsultasi Rancangan Peraturan 

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP 

RI) menyetujui: 

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) 

tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan 

Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Perbawaslu) sebagai berikut: 

a. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan 

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden. 

b. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana 

Kampanye Pemilihan Umum.  
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Bawaslu, hari Selasa, 31 

Oktober 2023. 

 

Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI 

memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II 

DPR RI, Kementrian Dalam Negeri dan DKPP RI. 

2.  Kementerian ATR/BPN a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 

II DPR RI ke Kantah Kota Binjai, 

Kantah Kota Bandung, dan 

Kantah Kota Pekanbaru, pada 

tanggal 7 – 9 November 2023. 

Terkait isu dan kasus pertanahan.  

3.  • Kementerian PAN RB 

• BKN 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah 

 

Rapat Kerja/Rapat Dengar 

Pendapat Komisi II DPR RI 

dengan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara, dengan 

1. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan 7 (tujuh) 

agenda transformasi dalam UU No. 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dalam rangka 

mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan 

berkelas dunia. 

2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB 

segera menyelesaikan penyusunan Peraturan 

Pemerintah (PP) agar dapat memberikan kepastian 

hukum terhadap pelaksanaan UU ASN. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

agenda pembicaraan 

Rancangan Peraturan 

Pemerintah dari Undang-

Undang ASN, hari Senin, 13 

November 2023. 

 

3. Mengingat banyaknya perubahan komponen manajemen 

ASN dalam UU ASN, Komisi II DPR RI mendorong 

Kementerian PANRB meningkatkan koordinasi dengan 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan stakeholder 

lainnya guna memastikan 7 (tujuh) agenda transformasi 

yang diatur dalam PP memiliki sinkronisasi dengan UU 

ASN dan tidak tumpang tindih dengan peraturan turunan 

lainnya. 

4. Terhadap tenaga non ASN yang sudah terdata, Komisi II 

DPR RI mendorong Kementerian PANRB dan BKN 

meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk 

menyelesaikan verifikasi dan validasi data tenaga 

honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang 

valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non 

ASN. 

5. Terhadap tenaga non ASN yang belum terdata, Komisi II 

DPR RI bersama-sama dengan Kementerian PANRB 

dan BKN untuk mencari solusi terhadap masalah 

tersebut. 

6. Berkaitan dengan skenario penataan tenaga non ASN, 

Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan 

BKN memiliki jadwal dan mekanisme penataan yang 

jelas serta memberikan berbagai kemudahan yang 

berpihak pada tenaga honorer baik dalam mekanisme 

penerimaan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.  
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

7. Dalam rangka mempercepat penerbitan Peraturan 

Pemerintah sebagai turunan UU No. 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi II DPR RI, 

Kementerian PANRB, BKN, dan LAN sepakat untuk 

melakukan rapat konsinyering. 

8. Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian PANRB 

mendorong ASN agar menjaga netralitas di dalam 

pelaksanaan Pemilu 2024. 

4.  • Kementerian ATR/BPN 

• Kementerian PAN&RB 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

RDPU Komisi II DPR RI dengan 

Ketua Forum Tenaga 

Kependidikan, Solidaritas 

Nasional Wiyatabakti Indonesia 

(SNWI), Ketua DPP Forum 

Honorer Non Kategori 2 

Indonesia, Ketua Ikatan Lintas 

Pegawai Perguruan Tinggi Negeri 

Baru, Ketua Forum Masyarakat 

Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum 

Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia Menggugat, Saudara 

Komisi II DPR RI telah mendengarkan aduan dari masyarakat 

yang telah disampaikan, dan akan membahas pada rapat-

rapat terkait. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Rekron Sitorus, dan Saudara 

Charlie Chandra dan Fajar Gora, 

dengan agenda Pengaduan 

masyarakat terkait Tenaga 

Honorer dan Pertanahan, pada 

tanggal 13 November 2023. 

5.  • Pemerintah Daerah 

• KPU 

• Bawaslu 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 

II DPR RI ke Kota Pematang 

Siantar Provinsi Sumatera 

Utara, Kabupaten Purwakarta 

Provinsi Jawa Barat, dan Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau, pada 

tanggal 15 – 17 November 

2023. 

Terkait persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Penyusunan  
RUU tentang Penyadapan 

RDP Komisi III DPR RI 
dengan Kepala Badan 
Keahlian Setjen DPR RI 
tanggal 13 November 
2023. 

Komisi III DPR RI melaksanakan RDP dengan 
Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 
13 November 2023. 
 
Dalam RDP Kepala Badan menyampaikan beberapa 
hal terkait substansi RUU tentang Penyadapan 
berdasarkan masukan Komisi III DPR RI tanggal 3 
Juli 2023. 
 
 

RUU Usul Inisiatif Komisi 
III DPR RI. 

2.  Penyusunan  
Rancangan Peraturan DPR RI 
tentang Pembentukan Tim 
Pengawas Pemberantasan 
Terorisme (TPPT) 

--- Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki 
Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT 
berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 Januari 
2023. 

Amanat Pasal 43J UU 
Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. 

3.  Pembahasan 
RUU tentang Hukum Acara 
Perdata 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang HAPER) 

--- Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah 
dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper. 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

4.  Pembahasan  
RUU tentang Perubahan Kedua 
atas UU Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang Narkotika) 

--- Komisi III masih menunggu revisi draf RUU tentang 
Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf 
RUU tersebut akan disampaikan kepada masing-
masing fraksi untuk dipelajari. 
 
 

 

5.  Pembahasan 
RUU tentang Perubahan Keempat 
atas UU Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut dengan 
RUU tentang Mahkamah 
Konstitusi) 

--- 
 

Sesuai keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI 
tanggal 1 November 2023 bahwa pembahasan RUU 
tentang Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan 
kembali pada Tingkat Panja, dan diharapkan RUU 
tentang Mahkamah Konstitusi dapat disetujui dalam 
Pembahasan Tk. II pada Rapat Paripurna Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ini. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN  

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  1. Kedutaan Besar RI untuk Negara 
Turki di Ankara 

2. Konsulat Jenderal RI di Istambul 
3. Atase kepolisian RI 
4. Parlemen Turki 
5. Kementerian Dalam Negeri Turki 

(Imigrasi & Kepolisian) 

Kunjungan Kerja Komisi III 
DPR RI ke Negara Turki 
dilaksanakan pada tanggal 
5 s.d. 11 November 2023. 
 

Kunker Komisi III DPR RI ke Negara Turki dalam rangka 
mencari informasi, bahan dan data, baik berupa masukan 
maupun perbandingan mengenai permasalahan 
keimigrasian di Negara Turki. 

 

2.  Menteri Hukum dan HAM RI Rapat Kerja Komisi III DPR 
RI dengan Menteri Hukum 
dan HAM RI semula 
dijadwalkan tanggal 14 

Berdasarkan surat Watua DPRRI/KORPOLKAM Nomor 
B/13258/PW.01/11/2023 tertanggal 3 November 2023 
perihal Undangan Rapat Kerja. 
 

 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 
(31 Oktober – 16 November 2023) 

 

10 

 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

November 2023 dalam 
rangka Optimalisasi Peran 
dan Fungsi Kemenkumham 
jelang Pemilu 2024. 
 
 

Sesuai dengan Surat Menkumham RI Nomor M.HH-
PR.05.01-40 tanggal 10 November 2023 bahwa 
Menkumham menyampaikkan permohonan penjadwalan 
ulang rapat kerja dengan Komisi III DPR RI dikarenakan 
pada saat yang bersamaan melaksanakan kegiatan yang 
telah dijadwalkan sebelumnya. 
 

3.  Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Rapat Kerja Komisi III DPR 
RI dengan Kapolri dalam 
hal ini diwakilkan oleh 
Kabaharkam Polri,  
dilaksanakan pada tanggal 
15 November 2023. 
 
1. Pengamanan dalam 

menghadapi Pemilu 2024 
2. Forum sentra 

penegakkan hukum 
pemilu  

3. Tindak lanjut pengaduan 
masyarakat dan 
kesimpulan rapat 
sebelumnya 

Kesimpulan rapat : 
1. Komisi III DPR RI mengapresiasi kesiapan yang 

dilakukan Polri dalam menjaga keamanan dan menjamin 
pelaksanaan tahapan pemilu melalui Operasi Mantap 
Brata tahun 2023-2024 guna mewujudkan pemilu yang 
langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil 
serta mendesak Polri untuk menjunjung tinggi netralitas 
dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi pemilu 
dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri 
yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. 

2. Komisi III DPR RI meminta Polri agar meningkatkan 
sinergitas dengan penyelenggara Pemilu, Kejaksaan, 
TNI, BIN, termasuk peserta pemilu dengan tetap 
menjaga independensi dan profesionalitas guna 
mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas 
demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta 
pemilihan umum yang efektif dan efisien.  

3. Terkait dengan usulan pembentukan Panja Pemilu, 
Komisi III DPR RI akan membicarakan melalui Rapat 
Internal Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Dalam Raker tersebut, Komisi III DPR RI juga memberikan 
laporan kunker reses MP IV & V TS 2022-2023 dan kunker 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

reses MP I TS 2023-2024 kepada Kapolri melalui 
Kabaharkam mengenai permasalahan dan kebutuhan 
anggaran yang berkaitan dengan bidang tugas Polda di 
beberapa daerah. 
 

4.  Jaksa Agung Republik Indonesia Rapat Kerja Komisi III DPR 
RI dengan Jaksa Agung RI 
dilaksanakan pada tanggal 
16 November 2023. 
 
1. Pola koordinasi forum 

sentra penegakkan 
hukum terpadu dalam 
penanganan perkara 
tindak pidana pemilu 

2. Dukungan anggaran 
untuk mengoptimalkan 
peran dan fungsi 
Kejaksaan dalam 
menyukseskan Pemilu 
Serentak Tahun 2024 

3. Optimalisasi Peran 
Kejaksaan Republik 
Indonesia dalam 
mendukung dan 
menyukseskan 
penyelenggaraan 
Pemilihan Umum 
Serentak Tahun 2024 

Kesimpulan rapat : 
1. Komisi III DPR RI mendukung komitmen Jaksa Agung 

untuk menjaga netralitas, profesionalitas dan integritas 
Kejaksaan dalam menghadapi pemilu serta 
mengapresiasi Instruksi Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi 
Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung 
dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Serentak Tahun 2024. 

2. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk 
mengedepankan profesionalitas dalam penanganan 
kasus tindak pidana Pemilu dan terus meningkatkan 
koordinasi serta kolaborasi dalam Sentra Penegakkan 
Hukum Terpadu dengan tetap menjaga independensi 
guna mewujudkan Pemilu yang demokratis dan 
berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian 
hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. 

3. Dalam Raker tersebut, Komisi III DPR RI juga 
memberikan laporan kunker reses MP II s.d. V TS 2022-
2023 dan kunker reses MP I TS 2023-2024 kepada 
Jaksa Agung RI mengenai permasalahan dan 
kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan bidang 
tugas Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. 
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D. TUGAS KHUSUS 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Calon Hakim Agung dan 
Hakim Ad Hoc HAM pada 
Mahkamah Agung RI Tahun 
2023 
 
Calon Hakim Agung Kamar 
Pidana: 
1. Dr. Achmad Setyo 

Pudjoharsoyo, S.H., 
M.Hum. 

2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. 
3. Noor Edi Yono, S.H., M.H. 
4. Sigid Triyono, S.H., M.H. 
5. Sutarjo, S.H., M.H. 
6. Dr. Yanto, S.H., M.H. 
 
Calon Hakim Agung Kamar 
Perdata: 
1. Agus Subroto, S.H., M.Kn. 
 
Calon Hakim Agung Kamar 
Tata Usaha Negara (khusus 
pajak): 
1. Dr. Ruwaidah Afiyati, S.E., 

S.H., M.M., M.H., CfrA. 
 

Calon Hakim Ad Hoc HAM 
pada Mahkamah Agung : 
1. Dr. Adriano, S.H., M.H. 

Rapat Intern Komisi III 
DPR RI tanggal 1 
November 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisi III DPR RI menerima surat dari Ketua Komisi Yudisial Republik 
Indonesia Nomor 2679/PIM/RH.01.07/10/2023 tertanggal 20 Oktober 
2023 Hal : Pengusulan Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc 
HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023.  
 
Sesuai Keputusan Rapat Intern Komisi III tanggal 1 November 2023, 
bahwa Komisi III akan melaksanakan pembahasan pemberian 
persetujuan terhadap Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM 
pada Mahkamah Agung Tahun 2023 setelah mendapatkan penugasan 
dari Pimpinan DPR RI atau Bamus DPR RI. 
 

 

Rapat Konsultasi 
Pengganti Rapat Bamus 
tanggal 8 November 2023. 

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 
tanggal 8 November 2023 yang tertuang dalam Surat Pimpinan DPR 
RI Nomor T/842/PW.11.01/11/2023 tertanggal 9 November 2023, 
bahwa Komisi III mendapat penugasan untuk melakukan pembahasan 
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung 
Tahun 2023. 
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2. Prof. Dr. Judhariksawan, 
S.H., M.H. 

3. Dr. Manotar Tampubolon, 
S.H., M.H. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya 
 

Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai 
Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan 
Pemerintah dan DPD RI tanggal 15 November 2023. 

Membahas DIM RUU tentang 
KSDAHE. 

Pembahasan Tk. 
I RUU. 
 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Menteri Pertanian Rapat Kerja tanggal 13 November 2023. Membahas mengenai Optimalisasi atau 
Realokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023. 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  a. Taipei Economic and Trade Office in 
Indonesia (TETO);   

b. Pejabat Pemerintah Taipei; 
c. Duta Petani Milenial. 

Audiensi tanggal 2 November 
2023. 
 

Membahas Potensi Kerja Sama 
Pemerintah Taiwan dan Indonesia di 
Bidang Pertanian. 

 

2.  Menteri Pertanian  

Menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional, 
Dirut Perum BULOG, Dirut PT RNI/Holding 

Rapat Kerja tanggal 8 November 
2023. 
 

Membahas: 
a. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2023; 
b. Rencana Program dan kegiatan Tahun 

2024; dan 
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NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

Pangan ID FOOD, dan Dirut PT Pupuk Indonesia 
(Persero). 
 

 

c. Isu-isu aktual lainnya. 

3.  Kepala Badan Pangan Nasional  

Menghadirkan Dirut Perum BULOG, Dirut PT 
RNI/Holding Pangan ID FOOD, Dirut PT 
Berdikari, Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT 
Perikanan Indonesia. 
 

Rapat Dengar Pendapat tanggal 8 
November 2023. 
 
 

Membahas: 
a. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2023; 
b. Rencana Program dan kegiatan Tahun 

2024; dan 
c. Isu-isu aktual lainnya. 

 

4.  Menteri Kelautan dan Perikanan 

Menghadirkan PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero)/Holding Pangan ID FOOD, PT Garam 
(Persero), dan PT Perikanan Indonesia 
(Persero). 
 
 

Rapat Kerja tanggal 14 November 
2023. 
 
 

Membahas: 
a. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2023; 
b. Rencana Program dan kegiatan Tahun 

2024; dan 
c. Isu-isu aktual lainnya. 

 

5.  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Menghadirkan Badan Restorasi Gambut dan 
Mangrove, Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan 
PT Inhutani V. 
 
 

Rapat Kerja tanggal 14 November 
2023. 
 
 

Membahas: 
a. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2023; 
b. Rencana Program dan kegiatan Tahun 

2024; dan 
c. Isu-isu aktual lainnya. 

 

6.  a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
b. Pemerintah Kabupaten Gresik 
c. Kementerian Pertanian 
d. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
e. PT Pupuk Indonesia (Persero) 

Kunjungan Kerja Spesifik ke 
Provinsi Jawa Timur tanggal 16-
18 November 2023. 

 
 

Peninjauan ke pabrik PT Petrokimia Gresik 
dan diskusi mengenai pemenuhan 
kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani 
dan petambak. 
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7.  a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
b. Pemerintah Kabupaten Klaten  
c. Pemerintah Kabupaten Boyolali 
d. Kementerian Pertanian 
e. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
f. Badan Pangan Nasional  
g. PT Pupuk Indonesia  
h. Direksi Perum BULOG  
i. Direksi ID FOOD  
j. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 
k. Kelompok Tani Guyub Tani 
l. Kelompok Pengolah dan Pemasar P2MKP 

Kunjungan Kerja Spesifik ke 
Provinsi Jawa Tengah tanggal 16-
18 November 2023. 
 
 

a. Peninjauan dan dialog dengan petani 
di kawasan budi daya tanaman padi 
terkait dampak El-Nino (kekeringan) di 
Desa Telingsing Kecamatan Cawas 
Kabupaten Klaten. 

b. Peninjauan ke lokasi P2MKP Alang 
Alang Tumbuh Subur Boyolali. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  KEMENTERIAN PERHUBUNGAN   Raker dilaksanakan 
pada  Selasa, 7 
November  2023. 
 

1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai 

dengan  31 Oktober 2023. 

2. Membahas Program/kegiatan TA 2024 

3. Lain-lain. 

 
 

2.  BMKG DAN BNPP (BASARNAS) RDP dilaksanakan pada  
Rabu, 8 November  
2023. 
 

1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai 

dengan  31 Oktober 2023. 

2. Membahas Program/kegiatan TA 2024. 

3. Lain-lain. 

 
 

3.  KEMENTERIAN PUPR 
Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen 
SDA , Ditjen Perumahan dan BPIW. 
 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen 
Perhubungan Darat . 

Kunjungan Spesifik 
dilaksanakan pada 
tanggal 16 s.d. 18 
November 2023. 

Kunjungan Kerja Spesifik Ke 3 Lokasi: 
1. Kab Blora, Provinsi Jawa Tengah; 
2. Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim; 
3. Kab. Kampar , Provinsi Riau. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang 
Perlindungan Konsumen  

Rapat Dengar Pendapat Panja Penyusunan 
Naskah Akademik dan RUU Tentang Pelindungan 
Konsumen dengan Badan Perlindungan 
Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK), Dirjen PKTN 
Kementerian Perdagangan tanggal 9 s.d. 10 
November 2023. 

Dalam rangka menerima masukan dan 
permasalahan terhadap Undang-Undang 
Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 
Tahun 1999 sebagai bahan masukan terhadap 
Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Usul 
DPR RI Tentang Perlindungan Konsumen. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/LEMBAGA/ 

INSTANSI 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Rapat Pimpinan dan Rapat Intern 
tanggal 1 November 2023. 

Pembahasan, Penyusunan dan Penetapan 
Program Kerja Masa Sidang II Tahun Sidang 
2023-2024 dan lain-lain. 

 

2. ID Foods, Bulog dan Sang Hyang 
Sri 

Kunjungan Spesifik ke Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat tanggal 6 s.d. 8 
November 2023. 

Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Karawang, 
Jawa Barat dalam rangka Peninjauan 
Ketersediaan Stok Pangan di Karawang. 

 

3. Perum Jasa Tirta II Kunjungan Spesifik ke Kabupaten 
Jatiluhur, Jawa Barat tanggal 6 s.d. 8 
November 2023. 

Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Jatiluhur, 
Jawa Barat dalam rangka Peninjauan 
Ketersediaan air di cakupan wilayah kerja 

 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 
(31 Oktober – 16 November 2023) 

 

19 

 

NO 
KEMENTERIAN/LEMBAGA/ 

INSTANSI 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

 Perum Jasa Tirta, Jatiluhur dan Kinerja 
Korporasi. 

4. PTPN VIII dan Perum Perhutani Kunjungan Spesifik ke Gunung mas, 
puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 
tanggal 6 s.d. 8 November 2023. 
 

Kunjungan Spesifik ke Gunung mas, puncak, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam rangka 
Peninjauan Kinerja Korporasi PTPN VIII dan 
Perum Perhutani di Gunung Mas, Puncak, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

 

5. Calon Anggota KPPU: 
1. Dr. M. Fanshurullah Asa, 

S.T.,M.T. 
2. Dr. Eugenia Mardanugraha, 

S.Si.,M.E. 
3. Lely Pelitasari Soebekty, 

S.P.,M.E. 
4. Taufik Ariyanto 
5. Budi Joyo Santoso, S.E.,M.M. 
6. Mohammad Reza, S.H.,M.H. 
7. Deswin Nur, S.E.,M.E. 
8. Dr. Denies Priantinah, 

S.E.,M.Si.,Ak.,CA. 
9. Gopprera Panggabean, 

S.E.,Ak. 
10. Arnold Sihombing, S.H.,M.H. 
11. Aru Armando, S.H.,M.H. 
12. Hilman Pujana, S.E.,M.H. 
13. Moh Noor Rofieq, S.T. 
14. Yudi Hidayat, S.E.,M.Si 
15. Andi Zubaidah Assaf, 

S.T.P.,M.Si. 

Fit and Proper Test Calon Anggota 
KPPU Masa Jabatan 2023 – 2028 
tanggal 14 s.d. 15 November 2023. 

Dalam rangka penyampaian paparan 
makalah/visi misi calon anggota KPPU. 
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INSTANSI 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

16. Toton Hartanto, 
S.E.,M.Si.,M.Ak.,Ak.,CA. 

17. Rhido Jusmadi, S.H.,M.H. 
18. Dr. apt. Gunawan Widjaja 

S.H.,S.Farm, M.H.,M.M., M.KM. 
MARS 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VII 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang Energi Baru 
dan Energi Terbarukan 

Rapat Panja RUU EBET 
dilaksanakan tanggal 7-9 November 
2023, pukul 10.00-selesai. 
 

Agenda: 

Lanjutan pembahasan RUU EBET. 

 

Hasil Pembahasan: 

Pembahasan DIM per DIM telah selesai. Beberapa 

substansi di ajukan ke Rapat Kerja untuk dibahas. 

  

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Komisi III DPRD Kabupaten 
Tuban  

Audiensi Perkembangan 
Pembangunan Kilang Minyak 
di Tuban dilaksanakan pada 
tanggal 2 November 2023. 

1. Komisi VII DPR RI memahami usulan aspirasi tentang 
Proyek GRR Tuban komisi Ill DPRD Kabupaten Tuban, 
diantaranya : 
a. Mohon dukungan dalam pelaksanaan proyek GRR 

Tuban supaya mengakomodasi masyarakat secara 
adil dan merata untuk ikut berpartisipasi. 

b. Mohon dukungan supaya dalam pelaksanaan 
proyek GRR Tuban melibatkan Sadan Usaha Milik 
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Daerah (SUMO) Ronggolawe Sukses Mandiri dan 
kontraktor lokal secara maksimal. 

c. Mohon dukungan tentang adanya proses perijinan 
terhadap 86 sumur tua yang sedang di proses. 

2. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang 
disampaikan Komisi Ill DPRD Kabupaten Tuban kepada 
stakeholder terkait dalam Rapat Komisi VII DPR RI. 

2 Plt Dirjen Minerba 

Kementerian ESDM RI 

1. Tindak Lanjut RKAB 2023 

dan 2024. 

2. Laporan Mekanisme 

RKAB. 

3. Lain-lain. 

 

RDP dilaksanakan pada 
tanggal 6 November 2023. 

1. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Ditjen Minerba 
Kementerian ESDM RI agar Kementerian ESDM RI 
menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI untuk 
melakukan pendampingan pelaksanaan prosedur guna 
meningkatkan kelancaran tata kelola pertambangan 
dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara. 

2. Komisi VII DPR RI meminta Ditjen Minerba Kementerian 
ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas 
semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan 
disampaikan paling lambat tanggal 13 November 2023. 

 

3 DPRD Kabupaten 
Halmahera Timur 

Audiensi terkait Tuntutan 
Masa Aksi Aliansi Peduli 
Gunung Wato-Wato untuk 
Pencabutan Izin Usaha 
Pertambangan PT Priven 
Lestari. 

1. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan aspirasi dari 
DPRD Kabupaten Halmahera Timur dan Aliansi Peduli 
Gunung Wato-Wato, diantaranya: 
a. Praktik pembukaan lahan untuk kegiatan 

operasional pertambangan oleh PT Priven Lestari 
di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur 
yang berdampak buruk kepada lingkungan 
misalnya menyebabkan kebanjiran di beberapa 
desa seperti Desa Geltoli. 

b. Memohon pencabutan izin usaha pertambangan 
PT Priven Lestari karena mendapat penolakan dari 
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Masyarakat Buli di Lestari di Kecamatan Maba, 
Kabupaten Halmahera Timur. 

c. Meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum 
terhadap kegiatan pertambangan yang tidak sesuai 
dengan kaidah dan aturan yang berlaku. 

d. Melakukan evaluasi dampak terhadap 
perekonomian dan lingkungan dari kegiatan 
operasional pertambangan dan produksi smelter 
dari PT Antam Tbk di Kabupaten Halmahera Timur. 

2. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang 
disampaikan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Timur 
dan Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato kepada 
Kementerian terkait dalam Rapat Komisi VII DPR RI 
selanjutnya. 

3. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Kunjungan 
Kerja ke Kabupaten Halmahera Timur untuk melihat 
secara langsung terkait pengelolaan pertambangan nikel 
di wilayah tersebut. 

4 Dirjen Ketenagalistrikan, 

Dirjen EBTKE KESDM RI 

dan Dirut PT PLN (Persero) 

1. Penjelasan terkait revisi 

Rencana Umum 

Penyediaan Tenaga 

Listrik (RUPTL) 2024-

2034. 

2. Perkembangan transisi 

energi dari pembangkit 

milik PT PLN (Persero). 

3. Lain-lain. 

 

1. Komisi VII DPR RI mendukung Dirjen Ketenagalistrikan, 
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, dan Dirut PT PLN 
(Persero) untuk melakukan penambahan kapasitas 
pembangkit listrik EBET dalam RUPTL 2024-2033 
sesuai dengan RUKN, KEN dan RUEN dan 
penyesuaiannya perlu dibahas dengan seluruh 
pemangku kepentingan di bidang energi termasuk 
dengan Komisi VII DPR RI. 

2. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada PT 
PLN (Persero) atas berbagai inisiatifnya dalam 
mendorong pengembangan EBET di Indonesia, 
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RDP dilaksanakan pada 
tanggal 15 November 2023. 

diantaranya adalah pembatalan 13,3 GW PLTU baru 
dan Co-Firing Biomassa pada 43 PLTU. 

3. Komisi VII DPR RI mendukung Dirjen Ketenagalistrikan, 
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, dan Dirut PT PLN 
(Persero) atas rencana pembangunan infrastruktur 
dasar ketenagalistrikan termasuk super grid dalam 
rangka mengoptimalisasi potensi energi baru dan energi 
terbarukan di daerah dan mendukung ketahanan sistem 
ketenagalistrikan nasional. 

4. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Ketenagalistrikan, 
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, dan Dirut PT PLN 
(Persero) untuk terus melanjutkan dan memperkuat 
penerapan digitalisasi kelistrikan dan pembangunan 
infrastruktur dasar ketenagalistrikan untuk implementasi 
smart grid agar pemanfaatan energi baru dan energi 
terbarukan dapat lebih optimal. 

5. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN (Persero) 
untuk dapat memastikan aspek keberkelanjutan 
pembangunan pembangkit listrik EBET di Indonesia 
termasuk melakukan mitigasi dini dampak lingkungan 
dan sosial dari pembangunan EBET tersebut. 

6. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan 
KESDM RI dan Dirut PT PLN (Persero) untuk 
berkoordinasi dengan Kementerian LHK RI dan 
pemangku kepentingan lainnya terkait progam 
elektrifikasi pedesaan yang berada di kawasan hutan 
lindung. 

7. Komisi VII DPR RI memahami pentingnya revisi RUPTL 
dan meminta komitmen Pemerintah c.q. Dirjen 
Ketenagalistrikan KESDM RI dan Dirut PT PLN 
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(Persero) agar listrik tetap handal, berkelanjutan, dan 
tetap terjangkau oleh masyarakat. 

8. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan, 
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, dan Dirut PT PLN 
(Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas 
semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan 
disampaikan paling lambat tanggal 24 November 2023. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VIII 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

NO  INSTITUSI  KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kementerian Agama RI Evaluasi Laporan 
Pertanggungjawaban 
Keuangan Ibadah Haji 
Tahun 1444 H/2023 M 
tanggal 6 November 2023. 

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima dengan catatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah 

haji tahun 1444 H/2023 M dan meminta Menteri Agama RI 

untuk menyampaikan Laporan Keuangan Penyelenggaraan 

Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit BPK 

RI. 

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk 

memastikan alokasi kuota haji tambahan tahun 1445 

H/2024 M dari pemerintah Arab Saudi dan segera masuk ke 

dalam sistem e-haj. 

- 

2. Kementerian Sosial RI Evaluasi Program dan 
Anggaran Kementerian 
Sosial RI Tahun 2023, 
Rencana Program dan 
Anggaran Kementerian 
Sosial RI Tahun 2024, dan 
Isu-isu Aktual tanggal 7 
November 2023. 

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran 

Kementerian Sosial RI TA 2023 sebesar 

Rp62.739.331.469.297,- (Enam puluh dua triliun tujuh ratus 

tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta 

empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan 

puluh tujuh rupiah) sampai tanggal 5 November 2023 atau 

sekitar 79,00 persen dari Pagu Anggaran Kementerian 

Sosial RI TA 2023 sebesar Rp79.419.425.895.000,- (Tujuh 

puluh sembilan triliun empat ratus sembilan belas miliar 

empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan 
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puluh lima ribu rupiah) dan meminta Menteri Sosial RI untuk 

meningkatkan serapan anggaran agar optimal. 

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami alokasi anggaran 

Kementerian Sosial RI TA 2024 sebesar 

Rp79.214.083.464.000,- (Tujuh puluh sembilan triliun dua 

ratus empat belas miliar delapan puluh tiga juta empat ratus 

enam puluh empat ribu rupiah) dan meminta alokasi 

program dan anggaran memperhatikan penguatan dan 

kesinambungan program. 

3. Panitia Kerja (Panja) Biaya 
Penyelenggaran Ibadah 
Haji (BPIH) Pemerintah 

Pembahasan komponen 
Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Tahun 1445 
H/2024 M secara marathon 
dari tanggal 13-15 
November 2023. 

1. Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama RI 

menyampaikan kebijakan tentang pelayanan haji yang 

berkaitan dengan pemenuhan syarat istitha’ah kesehatan 

Jemaah haji dan akan menerapkan kebijakan pelunasan 

setoran bagi jemaah dilakukan setelah memenuhi istitha’ah 

kesehatan. 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI 

menyampaikan berbagai kebijakan mengenai syarat dan 

prosedur istitha’ah kesehatan jemaah haji hasil koordinasi 

dengan Kementerian Agama RI. 

3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI 

menyampaikan berbagai kebijakan mengenai syarat 

transportasi udara yang meliputi: persyaratan administratif, 

standar kelaikudaraan dan standar pelayanan. 

4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI 

mendukung dan membantu penentuan rute antar embarkasi 

dan debarkasi di tiap kabupaten/kota, serta membantu 

penempatan petugas Dirjen perhubungan Darat pada 

simpul-simpul/terminal naik/turun para Jemaah haji baik di 
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Indonesia dan Saudi Arabia dalam rangka mendukung 

mobilitas Jemaah Haji Indonesia. 

5. Direktur Pemasaran Angksa Pura (AP) I menyampaikan 

peran AP I dalam rangka memastikan kelancaran proses 

pelayanan Jemaah Haji seperti kemanan, keselatan dan 

penanganan penumpang dan barang. 

6. Direktur Angkasa Pura (AP) II menyampaikan persiapan ke-

enam Bandara di AP II terutama kesiapan Bandara Kertajati 

Provinsi Jawa Barat yang akan beroperasi penuh dalam 

pelaksanaan Ibadah Haji 1445 H/2024 M. 

7. Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standarisasi PT 

Airnav Indonesia, yang membawahi 13 Embarkasi secara 

nasional, menyampaikan terkait skema dan navigasi 

penerbangan dalam rangka membantu pelakasanaan 

Ibadah Haji 1445 H/2024 M. 

8. Direktur Pemasaran Pertamina telah membentuk Satgas 

Haji 1445 H/2024 sebagai bentuk dukungan atas 

pelaksanaan Ibadah haji 1445 H/2024 M, dengan 

mempersiapkan infrastruktur depot pengisian pesawat 

udara dalam penerbangan Haji 2023, dan memastikan 

ketersediaan stock dan kelancaran supply yang dibutuhkan 

seperti jumlah flight, periode haji dan estimasi kebutuhan 

fuel. 

9. Direktur Utama Garuda Indonesia menyampaikan komitmen 

tidak akan menaikkan biaya penerbangan untuk 

penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M atau 

sama seperti tahun 1444 H/2023 M, kecuali ada implikasi 

dari kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah. 
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10. Direktur Utama Saudi Airlines menyampaikan bahwa untuk 

operasional haji tahun 1445 H/2024 perlu ada proposal 

permintaan harga dari Kementerian Agama RI dengan 

menyebutkan mengenai jenis pesawat dan dari embarkasi 

mana saja yang akan dioperasikan oleh Saudi. 

11. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI meminta 

Panja Pemerintah untuk mengoreksi biaya penerbangan 

sebab sampai sekarang belum ada pengajuan kenaikan 

biaya penerbangan yang diajukan baik oleh Garuda 

Indonesia maupun Saudi Airlines. 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kementerian Agama RI, 
Kementerian Sosial RI, 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak RI dan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 

Kunjungan Kerja Spesifik ke 
Jawa Barat, Banten dan Jawa 
Tengah tanggal 16-18 
November 2023. 

1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di 

bidang agama dan pendidikan keagamaan. 

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan 

pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial. 

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 

4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan 

pengawasan terhadap kesiapsiagaan bencana, 

penanggulangan bencana dan juga pembangunan 

pasca bencana. 

- 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Mahasiswa Program 
Kampus Merdeka  

Audiensi pada Selasa, 7 
November 2023. 

Audiensi mengenai magang di rumah rakyat DPR RI tahun 
2023. 

 

2.  

 

Kementerian Kesehatan Rapat Kerja pada Selasa, 7 
November 2023. 
1. Membahas perkembangan 

pelaksanaan Program 
Prioritas Nasional bidang 
kesehatan Tahun 2023 serta 
langkah strategis dalam 
percepatan capaian 
targetnya, khususnya: 
a. Program penguatan 

pelayanan kesehatan di 
rumah sakit, khususnya 
KJSU; 

b. Program vaksinasi BIAN 
dan BIAS; 

c. Program penurunan 
stunting; 

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan 
RI melakukan akselerasi pelaksanaan program 
kesehatan prioritas nasional sehingga dapat 
mencapai target yang telah ditetapkan, dengan 
memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, 
diantaranya sebagai berikut:  
a. Melakukan evaluasi secara periodik dan terukur 

terhadap realisasi program untuk optimalisasi 
serapan anggaran tahun 2023; 

b. Memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan (SDMK) dalam program penguatan 
pelayanan Kanker, Jantung, Stroke dan 
Uronefrologi (KJSU);  

c. Memperkuat koordinasi dan kerjas ama lintas 
sektor dalam percepatan cakupan program 
BIAS;  
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d. Tindak lanjut 
rekomendasi Panitia 
Kerja (Panja) 
Pengawasan Vaksin 
Covid-19 Komisi IX DPR 
RI. 

2. Penjelasan terkait 
perkembangan 
pembahasan peraturan 
pelaksana UU No 17 Tahun 
2023 tentang Kesehatan. 

3. Membahas isu faktual, 
diantaranya: 
a. Penanganan korban 

Gangguan Ginjal Akut 
(GGAPA); 

b. penanganan penyakit 
menular di Indonesia 
seperti dengue, 
tuberkulosis, monkey 
pox, hepatitis; 

c. penanganan penyakit 
tidak menular seperti 
kesehatan jiwa, 
diabetes, dan kanker; 

d. penanganan beberapa 
kasus malpraktik di 
rumah sakit. 

 

d. Mengoptimalkan intervensi spesifik dalam upaya 
penurunan stunting, termasuk mengutamakan 
standar kualitas dan mutu Pangan Olahan untuk 
Keperluan Medis Khusus (PKMK). 

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan 
RI segera mengambil langkah konkrit dalam 
penanganan penyakit menular dan penyakit tidak 
menular, melalui:  
a. Intensifikasi skrining dan deteksi dini penyakit 

tidak menular di fasilitas kesehatan tingkat 
pertama;  

b. Perluasan akses pengobatan inovatif dengan 
membuka kerja sama lebih luas dengan sektor 
swasta; 

c. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi 
bersama seluruh pemangku kepentingan. 

3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah, melalui 
Kementerian Kesehatan RI, untuk mengingatkan 
proses percepatan pencairan santunan bagi korban 
Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak 
(GGAPA) oleh Kementerian Sosial RI dan terus 
memastikan kesinambungan pengobatan dan 
pelayanan kesehatan bagi korban GGAPA yang 
masih dalam proses pengobatan dan rehabilitasi 
medis. 

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan 
RI melaksanakan rekomendasi Panja Komisi IX DPR 
RI tentang Pengawasan Vaksin COVID-19 dan juga 
melaksanakan hasil kesimpulan Rapat Dengar 
Pendapat tanggal 27 September 2023 bahwa 
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Kementerian Kesehatan tetap melanjutkan program 
vaksinasi COVID-19 sampai akhir tahun 2023 dengan 
terus melakukan upaya peningkatan partisipasi 
vaksinasi bekerja sama dengan pemangku 
kepentingan lainnya.  

5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas 
pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI untuk 
disampaikan ke Komisi DPR RI paling lambat tanggal 
14 November 2023. 

3.   Rapat Internal Panja Komisi IX 
DPR mengenai Pengawasan 
terhadap Sistem Jaminan 
Keamanan dan Mutu Obat pada 
Selasa, 7 November 2023. 
 

Penyusunan Program Kerja Panja Komisi IX DPR mengenai 
Pengawasan terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu 
Obat. 

 (Tertutup) 

4.  Kunjungan Kerja Spesifik ke:  
1. Kabupaten Bekasi, Jawa 

Barat; 
2. Kota Depok, Jawa Barat; 
3. Kabupaten Tangerang, 

Banten. 
 
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 
IX DPR RI pada Rabu s.d Jumat, 
8 s.d. 10 November 2023. 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Efektifitas 
Upah Minimum Regional terhadap Pekerja. 

 

5. Menteri Ketenagakerjaan Rapat Kerja pada Selasa, 14 
November 2023. 
 
1. Progres capaian kebijakan 

Kementerian 

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan RI untuk: 

a. melakukan terobosan penguatan kebijakan link and 

match melalui optimalisasi pusat pasar kerja, 

sehingga dapat memberikan jaminan kepada pencari 
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Ketenagakerjaan dalam 
pemenuhan link and match, 
perluasan kesempatan kerja 
di dalam negeri, perluasan 
pasar kerja di luar negeri, 
pengembangan talenta 
muda, dan pengembangan 
digital ketenagakerjaan. 

2. Monitoring dan evaluasi 
program Sistem Penempatan 
Satu Kanal (SPSK) untuk 
Penempatan ke Timur 
Tengah dan Kawasan 
lainnya. 

3. Evaluasi program perluasan 
kesempatan kerja terhadap 
Program Strategis Nasional 
(PSN) dan target perluasan 
kerja dalam investasi tahun 
2024. 
 

 

kerja untuk mendapatkan informasi lowongan 

pekerjaan; 

b. meningkatkan sosialisasi Sistem Aplikasi Siap Kerja 

dan ekosistem digital ketenagakerjaan kepada 

masyarakat; 

c. memastikan implementasi kebijakan Perpres No. 68 

Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

dan Pelatihan Vokasi; 

d. melakukan evaluasi pelaksanaan program-program 

pemerintah pusat bidang ketenagakerjaan di daerah. 

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan RI pada Sistem Penempatan Satu Kanal 

untuk: 

a. Memastikan Pekerja Migran Indonesia yang 

ditempatkan mendapatkan pelindungan yang optimal; 

b. Memperbaiki sistem seleksi penempatan Calon 

Pekerja Migran Indonesia. 

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan perluasan 

lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal dengan 

memberikan keahlian sesuai kebutuhan kompetensi pada 

Proyek Strategis Nasional. 

4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan 

RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan 

Anggota yang belum di jawab pada rapat kerja hari ini, 

selambat-lambatnya tanggal 21 November 2023. 
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KOMISI X 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1 RUU 
Kepariwisataan 
 

Rapat Intern Panja tanggal 7 November 
2023. 
 
Agenda 
1. Penyusunan Agenda dan Program Kerja 

Panja RUU Kepariwisataan di Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2023--
2024. 

2. Membahas Draft RUU tentang 
Kepariwisataan versi terbaru. 

a. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI 
menyepakati Rancangan Jadwal dan Program Kerja di 
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023--2024, 
sebagaimana terlampir. 

b. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI 
menugaskan kepada Tim Asistensi (Tenaga Ahli Komisi 
X dan BKD) untuk menyempurnakan draf RUU 
Kepariwisataan berdasarkan masukan anggota Panja 
untuk dibahas kembali pada rapat Panja yang akan 
datang.  

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kementerian 
Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi RI 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
1 November 2023 
RDPU dengan Forum Guru Pendidikan Agama 
Kristen Indonesia (FORGUPAKI). 
Agenda: 

Kedua RDPU tersebut secara umum 
membahas mengenai kendala dan 
perkembangan rekrutmen, penerimaan, dan 
pengangkatan PPPK pada Tahun 2021 s.d. 
2023. RPP mengenai Manajemen ASN yang 
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Penyampaian aspirasi terkait kondisi 
Pendidikan Agama Kristen dan Guru-Guru PAK 
di Indonesia. 

sedang disusun oleh Pemerintah diharapkan 
menjadi solusi terhadap rendahnya kuota guru 
yang diajukan oleh Pemda. 

2. 8 November 2023 
RDPU dengan Forum Komunikasi Guru 
Honorer Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa 
Timur serta Forum Guru PPG Kategori A 2023 
Agenda: 
Penyampaian aspirasi terkait seleksi 
penerimaan PPPK Tahun 2021 – 2023. 

 

3. Kurikulum 
8 November 2023 
RDPU dengan Asosiasi Bimbingan dan 
Konseling Indonesia (ABKIN). 
Agenda: 
Penyampaian Aspirasi Implementasi Kurikulum 
Merdeka dan 3 (tiga) Dosa Besar Pendidikan. 

Implementasi Permendikbudristek No.46 Tahun 
2023 tentang Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, 
belum optimal dan aktif serta masif. Regulasi 
tersebut perlu diperkuat dengan peran, fungsi 
dan formasi Bimbingan dan Konseling. 

 

4. Evaluasi Program dan Anggaran 
7 November 2023 
Rapat Kerja dengan Mendikbudristek RI 
Agenda: 
1. Penyerahan Laporan Panja Peningkatan 

Literasi dan Tenaga Perpustakaan. 
2. Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai amanat 

Raker 13 September 2023 sebagai bahan 
pertimbangan persiapan APBN TA 2024. 

3. Evaluasi program kerja dan anggaran 
Tahun 2023 (program prioritas nasional 
serta program prioritas K/L). 

Dalam hal pengawasan, penyerapan anggaran 
pada APBN 2023 sampai dengan November 
2023 masih rendah. Untuk itu, 
Kemendikbudristek diminta untuk 
mengakselerasikan langkah tindak lanjut 
terhadap kendala/permasalahan agar 
meningkatkan target sampai dengan akhir 
Desember 2023.   
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4. Membahas perkembangan isu-isu terkini 
(perundungan dan keamanan infrastruktur 
sekolah). 

5. Kebudayaan 
1 November 2023 
RDPU dengan Sekretariat Pewayangan 
Nasional Indonesia (SENAWANGI) 
Agenda: 
Penyampaian aspirasi terkait program 
SENAWANGI dalam upaya mempersiapkan 
terwujudnya Indonesia sebagai Rumah Wayang 
Dunia. 

SENAWANGI menyampaikan bahwa belum ada 
skema sosialisasi regulasi dan koordinasi antar 
lembaga baik di daerah maupun pusat, dan 
belum tersedianya database Pewayangan 
Indonesia. Meminta dukungan Komisi X DPR RI 
untuk menjadikan Indonesia sebagai Rumah 
Wayang Dunia. 
 

 

6. Kebudayaan 
9—11 November 2023 
Kunjungan kerja bidang Kebudayaan ke 
Kabupaten Maros, Kabupaten Deli Serdang dan 
Kota Balikpapan 

 
Beberapa temuan dan permasalahan dari 
kunjungan ketiga daerah tersebut, antara lain, 
sebagai berikut. 
1. Pelaku budaya dan lembaga kebudayaan 

masih sulit untuk mengakses dana 
Indonesiana, karena persyaratan yang terlalu 
rigid. 

2. Terbatasnya SDM dan sarana dan prasarana 
untuk pemajuan kebudayaan 

3. Minimnya riset terhadap 10 Objek pemajuan 
kebudayaan (OPK) menjadi kendala 
pencatatan, pendataan dan riset mengenai 
OPK di daerah 

4. Terbatasnya juru pelihara cagar budaya 
5. Terbatasnya narasumber primer OPK 
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6. Kondisi museum daerah masih banyak yang 
belum memadai 

7. Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi 
Kreatif/Badan pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif RI 

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2023 
14 November 2023 
Raker dengan Menparekraf/Kepala Baparekraf 
RI dengan agenda:  
1. Evaluasi Program Kerja dan Anggaran 

Tahun 2023 (program prioritas nasional dan 
program prioritas K/L). 

2. Menyampaikan DIPA TA 2024 sesuai 
amanat Raker 21 September 2023 sebagai 
bahan persiapan APBN TA 2024.  

3. Membahas perkembangan isu-isu terkini 
(evaluasi Moto GP Mandalika 2023 dan 
dampak event olahraga internasional 
lainnya). 

1. Realisasi anggaran per 12 November 2023 
sebesar 73,43% atau Rp2.515.626.643.120 
(Dua triliun lima ratus lima belas miliar enam 
ratus dua puluh enam juta enam ratus 
empat puluh tiga ribu seratus dua puluh 
rupiah). 

2. Realisasi program prioritas nasional sebesar 
70,57 % atau sebesar Rp1.230.066.759.673 
(Satu triliun dua ratus tiga puluh miliar enam 
puluh enam juta tujuh ratus lima puluh 
sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga 
rupiah). 

3. Mengenai realisasi anggaran program 
kementerian dan program prioritas nasional, 
Komisi X DPR RI mendesak 
Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk 
mengakselerasi langkah-langkah tindak 
lanjut terhadap kendala atau permasalahan 
dari realisasi program kementerian dan 
prioritas nasional agar realisasinya dapat 
ditingkatkan di atas 95 % atau sesuai target 
sampai akhir Desember 2023. 

4. Mengenai evaluasi terhadap MotoGP 
Mandalika 2023 dan event internasional 
lainnya yang terkait dengan pariwisata, 
Komisi X berpandangan agar 
Kemenparekraf/Baparekraf meningkatkan 
koordinasi dengan K/L lain terkait agar event 
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internasional mengoptimalkan pelaku 
parekraf sehingga berdampak positif 
perekonomian nasional dan pelaku parakref 
itu sendiri. 

8. Kementerian Pemuda 
dan Olahraga RI 

Persiapan Pelaksanaan PON 
14 November 2023 
RDPU dengan Pimpinan dan Anggota Komisi V 
DPR Aceh. 
Agenda: Konsultasi terkait Aceh sebagai Tuan 
Rumah pelaksanaan PON XI Tahun 2024. 

1. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah dan 
Pemerintah Aceh, agar melakukan 
koordinasi terhadap kesiapan pelaksanaan 
PON XXI, khususnya di Provinsi Aceh, 
terutama terkait kesiapan anggaran dan 
kesiapan venue pertandingan. 

2. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 
Aceh, untuk mengevaluasi kembali waktu 
dan kesiapan pelaksanaan multievent PON 
XXI, mengingat tahun 2024 akan 
berlangsung transisi kepemimpinan nasional 
dan daerah. 

 

9. Perpustakaan Nasional 
RI 

Evaluasi program dan anggaran Tahun 2023 
15 November 2023 
RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala 
Perpustakaan Nasional RI 
Agenda: 
1. Penyerahan Laporan Panja Peningkatan 

Literasi dan Tenaga Perpustakaan. 

2. Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai amanat 

RDP 13 September 2023 sebagai bahan 

pertimbangan persiapan APBN TA 2024. 

1. Realisasi anggaran APBN TA 2023 per 14 
November 2023 sebesar 88,22% atau 
Rp630.125.080.909 (Enam ratus tiga puluh 
miliar seratus dua puluh lima juta delapan 
puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah). 

2. Realisasi program prioritas nasional sebesar 
91,04 % atau sebesar Rp335.235.440.215 
(Tiga ratus tiga puluh lima miliar dua ratus 
tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh 
ribu dua ratus lima belas rupiah). 

3. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI 
untuk mengakselerasi langkah-langkah 
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3. Evaluasi Program Kerja dan Anggaran 

Tahun 2023 (Program Prioritas Nasional 

Serta Program Prioritas K/L). 

tindak lanjut terhadap permasalahan dari 
realisasi program Perpusnas RI TA 2023 
guna meningkatkan realisasi dan target 
sampai dengan akhir Desember 2023. 
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KOMISI XI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RDPU dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Bima 

Rapat dilaksanakan tanggal 
2 November 2023. 

1. Komisi XI DPR RI menerima audiensi Panitia Khusus DPRD 
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka 
menyempurnakan Raperda tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

2. Dalam rangka penyempurnaan Raperda DPRD Kabupaten 
Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat agar berpedoman pada 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah. 

3. Komisi XI DPR RI mendukung upaya peningkatan 
penerimaan daerah Kabupaten Bima melalui pembentukan 
Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru dengan 
mengingatkan agar tetap memperhatikan kemampuan 
masyarakat Kabupaten Bima dalam membayar Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah sehingga Perda yang terbentuk 
nantinya dapat diterima oleh Masyarakat secara baik.   

 

2. Ketua DK LPS Rapat Kerja dilaksanakan 
tanggal 6 November 2023. 

Konsultasi Peraturan LPS mengenai Badan Supervisi LPS. Tertutup. 
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3. Ketua Badan Supervisi 
Bank Indonesia (Ketua 
BSBI) 

RDP dilaksanakan tanggal 
7 November 2023. 

Pembahasan Anggaran BSBI dan Kajian BSBI terhadap RATBI 
Tahun 2024. 

Tertutup. 

4. Menteri Keaungan Rapat Kerja dilaksanakan 
tanggal 8 November 2023. 
 
 

1. Mekanisme Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 
2. Mekanisme Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan 
3. Rencana Peraturan Pemerintah tentang Standar biaya, Proses 

Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Sumber Daya 
Manusia, Organisasi, dan Remunerasi OJK (RPP SBO OJK). 

Tertutup. 

5. OJK, BI, dan Himbara Kunjungan Kerja Spesifik ke 
Kota Tangerang, Provinsi 
Banten pada 9 – 11 
November 2023. 

Implementasi QRIS  

6. Kemenkeu-PT. Sejahtera 
Eka Graha 

Kunjungan Kerja Spesifik ke 
Kota Bogor, Provinsi Jawa 
Barat pada 9 – 11 
November 2023. 

Peninjauan pengelolaan aset eks. BPPN oleh PT. Sejahtera Eka 
Graha. 

 

7. Raker dengan Gubernur 
Bank Indonesia 

Rapat Kerja dilaksanakan 
tanggal 13 November 2023. 
 

Pembahasan Usulan Persetujuan DPR RI terhadap Rencana 
Penyertaan Modal Bank Indonesia di Lembaga Central 
Counterparty untuk Transaksi terkait Suku Bunga dan Nilai Tukar 
(CCP SBNT) 

Tertutup. 

8. Gubernur Bank Indonesia Rapat Kerja dilaksanakan 
tanggal 13 November 2023. 
 
1. Evaluasi kinerja BI 

Tahun 2023; 
2. Pengantar 

Pembahasan RATBI 
Anggaran Operasional 
Tahun 2024 dan 
Rencana Penggunaan 

Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia menyepakati 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari 

Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan evaluasi kinerja 
Bank Indonesia serta pengantar RATBI Operasional dan 
Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 
2024. 

2. Pendalaman pembahasan RATBI Operasional dan RPCT 
Tahun 2024 dijadwalkan pada tanggal 13 s.d. 14 November 
2023 di Hotel St. Regis Jakarta. 
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Cadangan Tujuan 
(RPCT) Tahun 2024; 

3. Pembentukan Panja: 
a. Penerimaan 

Anggaran 
Operasional RATBI 
Tahun 2024; 

b. Pengeluaran 
Anggaran 
Operasional RATBI 
Tahun 2024 dan 
Rencana 
Penggunaan 
Cadangan Tujuan 
(RPCT) Tahun 
2024. 

3. Pengambilan keputusan RATBI Operasional dan RPCT 
Tahun 2024 dilaksanakan setelah pembahasan Panitia Kerja 
Penerimaan RATBI Operasional dan Panitia Kerja 
Pengeluaran RATBI Operasional dan RPCT Tahun 2024. 

4. Gubernur Bank Indonesia berkomitmen memberikan data-
data dan dokumen serta jawaban tertulis atas pertanyaan dan 
tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI pada 
saat pelaksanaan Rapat Panja Penerimaan RATBI 
Operasional dan Panitia Kerja Pengeluaran RATBI 
Operasional dan RPCT Tahun 2024. 

9. Deputi Gubernur Bank 
Indonesia 

Rapat Panja dilaksanakan 
tanggal 13 November 2023. 

Penerimaan Anggaran Operasional RATBI Tahun 2024. Tertutup. 

10. Deputi Gubernur Bank 
Indonesia 

Rapat Panja dilaksanakan 
tanggal 14 November 2023. 

Pengeluaran Anggaran Operasional RATBI Tahun 2024 dan 
RPCT Bank Indonesia Tahun 2024. 

Tertutup. 
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1.  Rapat Pimpinan Badan Legislasi 
DPR RI, Senin, 6 November 
2023 pukul 11.00 WIB. 

Agenda acara pembahasan Rancangan Jadwal Rapat-Rapat 
Badan Legislasi pada Masa Sidang II TS 2023-2024. 

 

2.  Rapat Pleno Badan Legislasi 
DPR RI, Senin, 6 November 
2023 pukul 13.00 WIB dengan 
agenda Penetapan Rancangan 
jadwal Rapat-Rapat Badan 
Legislasi Masa Sidang II TS 
2023-2024. 

Badan Legislasi menyetujui Rancangan jadwal acara rapat-
rapat Badan Legislasi Masa Persidangan II Tahun Sidang 
2023-2024 untuk ditetapkan dan dilaksanakan dengan catatan 
jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

 

3. RUU tentang 
Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Jakarta 
(RUU PPDKJ) 

Rapat Badan Legislasi, Selasa 7 
November 2023 pukul 10.00 WIB 
dalam rangka Penyusunan RUU. 

1. Presentasi Tim Ahli atas draf RUU dan latar belakang 
penyusunan RUU tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Jakarta. 

2. Pembahasan materi lebih mendalam dan komprehensif 
akan dilakukan di tingkat Panja, kepada setiap Fraksi untuk 
dapat segera menyampaikan nama-nama anggota 
Panjanya. 

 

4. RDPU dengan Pakar dan 
Narasumber, Rabu, 8 November 
2023 pukul 10.00 WIB dalam 
rangka penyusunan RUU. 

Adapun pakar/Narasumber tersebut:  
1. Dr. Saifudin Asrori, M.Si (Pakar Sosiolog UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta; 
2. Dr. Halilul Khairi, M.Si. (Dekan Fakultas Manajemen 

Pemerintahan IPDN); 
3. Andry Asmoro (Pakar Ekonomi). 

 

5. RDPU dengan Pakar dan 
Narasumber, Rabu, 8 November 

Adapun pakar/Narasumber tersebut: 
1. Dr. Muhammad Soleh, SH., MH. (HTN Univ. Narotama – 

Surabaya); 
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2023 pukul 13.00 WIB dalam 
rangka penyusunan RUU. 

2. Dr. Abdul Gaffar Karim (Ketua Dept. Politik dan 

Pemerintahan FISIPOL UGM); 

3. MANTAB (Asosiasi Betawi). 

6.  Rapat Badan Legislasi, Kamis 9 
November 2023 pukul 10.00 WIB 
dalam rangka Penetapan Ichsan 
Soelistio (Fraksi PDI 
Perjuangan/A-226) sebagai 
Wakil Ketua Badan Legislasi 
menggantikan M. Nurdin. 

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang 
Korpolkam Lodewijk F. Paulus. 

 

7. RUU tentang 
Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Jakarta 
(RUU PPDKJ) 

RDPU dengan Pakar dan 
Narasumber, Kamis, 9 
November 2023 pukul 11.00 WIB 
dalam rangka penyusunan RUU. 

Adapun pakar/Narasumber tersebut: 
1. Badan Musyawarah Betawi (BAMUS BETAWI); 
2. Kaukus Muda Betawi. 

 

8. Rapat Panja Badan Legislasi, 
Senin 13 November 2023 pukul 
10.00 WIB dalam rangka 
penyusunan RUU. 

 

 

9. RUU tentang 
Pengawasan Obat Dan 
Makanan 

Rapat Badan Legislasi, Senin 13 
November 2023 pukul 13.00 
WIB. 

Dalam rangka Pengambilan Keputusan atas hasil 
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 
RUU tentang Pengawasan Obat Dan Makanan. 

 

10. RUU tentang 
Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Jakarta 
(RUU PPDKJ) 

Rapat Panja Badan Legislasi, 
Selasa 14 November 2023 pukul 
10.00 WIB dalam rangka 
penyusunan RUU. 

 

 

11. RUU tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 
2002 Tentang Penyiaran 

Rapat Badan Legislasi, Kamis 16 
November 2023 pukul 13.00 
WIB. 

Dalam rangka Pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 
(Penjelasan Pengusul RUU). 
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1. KSB - BKSAP Ketua GKSB DPR RI – 
Parlemen Palestina 
membagikan syal Palestina 
dalam rangka dukungan dan 
solidaritas dengan rakyat 
Palestina tanggal 31 Oktober 
2023. 

Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Palestina, Dr. Syahrul Aidi Ma’azat (F-
PKS) membagikan Syal Palestina pada Rapat Paripurna Pembukaan 
Masa Sidang II, hari Selasa (31/10/2023). 

Aksi solidaritas yang didukung oleh Yayasan Persahabatan dan Studi 
Peradaban (YPSP) tersebut merupakan salah satu dukungan nyata 
DPR RI terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina atas penjajahan 
Israel. BKSAP DPR RI dan GKSB DPR RI-Parlemen Palestina berperan 
aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak – hak Rakyat 
Palestina dalam organisasi parlemen internasional. GKSB DPR RI – 
Parlemen Palestina juga telah aktif mengadakan komunikasi dengan 
NGO dan lembaga kemanusiaan dalam menyelaraskan semangat dan 
dukungan kepada Palestina. 

 

2. KSB - BKSAP FGD Palestina tanggal 1 
November 2023. 

BKSAP DPR RI dan GKSB DPR RI – Parlemen Palestina bersama 
Aqsa Working Group mengadakan Focus Group Discussion dengan 
tema “Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina” pada tanggal 1 
November 2023. 

 

3. KSB - BKSAP Working Lunch Ketua BKSAP 
DPR RI dengan Dubes 
RRTtanggal  2 November 
2023 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Fadli 
Zon berdiskusi dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
untuk Indonesia H.E. Lu Kang seputar dinamika politik internasional dan 
hubungan bilateral Indonesia - RRT, pada Kamis, 2 November 2023 

Pada working lunch tersebut Ketua BKSAP menyampaikan terima kasih 
kepada Parlemen RRT atas dukungan yang diberikan pada Indonesia 
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di Sidang Forum Parlemen Internasional Inter-Parliamentary Union 
(IPU).  

Pada sidang tersebut delegasi parlemen RRT mendukung kandidasi Dr. 
Fadli Zon untuk Komite Eksekutif serta mendukung Emergency Item 
usulan Indonesia terkait situasi kemanusiaan di Gaza. 

Dr. Fadli Zon dan H.E. Lu Kang juga mendiskusikan perkembangan 
pembahasan Codes of Conduct di Laut Tiongkok Selatan, serta 
prospek pengembangan program kerja sama antara BKSAP DPR RI 
dengan Parlemen Tiongkok dalam bentuk penguatan kapasitas untuk 
anggota parlemen dan staf parlemen terkait isu-isu global yang menjadi 
perhatian bersama, seperti perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. 

4. KSB - BKSAP Rapim Ke-42 BKSAP tanggal 
2 November 2023. 

Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-PGerindra) 
memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-42 secara virtual pada hari 
Kamis (02/11/2023). 

Turut hadir secara virtual jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu 
Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD) 
dan Dr. Sukamta (F-PKS). 
Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di Masa 
Persidangan II dan III, khususnya penyelenggaraan 9th MIKTA 
Speakers Consultation di Jakarta dan rencana partisipasi BKSAP DPR 
RI di sidang Asian Parliamentary Assembly (APA),3rd Inter-Regional 
EP-AIPA Dialogue Meeting dan parliamentary event COP 28. 
Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup Kerja Sama 
Bilateral dengan negara-negara sahabat, Tamu - Tamu Parlemen dan 
kunjungan diplomasi perorangan guna memaksimalkan berbagai 
program kerja BKSAP di masa persidangan mendatang. 
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5. KSR – BKSAP APA Standing Committee On 
Political Affairs, Baghdad – 
Iraq tanggal 8 – 13 November 
2023. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc (F-
PGerindra) bersama Wakil Ketua BKSAP, Gilang Dhielafararez, SH., 
L.LM (F-PDIP), Dr. Sukamta (F-PKS), Anggota BKSAP, Ir. Hugua (F-
PDIP), dan Anggota BKSAP Drs. Fathan Subchi, MAP (F-PKB) hadir 
dalam Sidang Standing Committe on Political Affairs of the Asian 
Parliamentary Assembly (APA) di Baghdad, Irak (10/11/23). 

Sidang dihadiri oleh perwakilan dari 15 Parlemen Anggota APA dan 
membahas 9 draf resolusi di bidang politik yang relevan dengan isu di 
kawasan Asia, termasuk isu perdamaian di Palestina. 

Delegasi Indonesia menyerukan negara-negara dunia untuk mengambil 
langkah konkret menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina dan 
mendesak dunia secara aktif untuk menghentikan genosida dan 
kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. 
Melalui forum APA, BKSAP berharap APA memaksimalkan diplomasi 
parlemen agar berkontribusi signifikan demi menyelesaikan peperangan 
yang terjadi di tanah Palestina. 

Sidang ini menghasilkan report of the Asian Parliamentary Assembly 
Standing Committee on Political Affairs, Final Communique dan 8 
resolusi tentang tata pemerintahan yang baik, penegakkan hukum dan 
penguatan demokrasi di kawasan, serta perdamaian di Palestina. 

 

6. KSI - BKSAP Pertemuan Wakil Ketua 
BKSAP DPR RI dengan Staf 
Ahli Menteri PUPR terkait 
Water Forum. 

  

7. KSB - BKSAP BKSAP Day UNY Yogyakarta 
tanggal 6 November 2023. 

BKSAP DPR RI bersama Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
menggelar BKSAP Day di dengan tema "Diplomasi Parlemen: 
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Memimpin Dalam Dunia yang Penuh Turbulensi" di Ruang Sidang 
Utama Rektorat UNY (6/11/2023). 

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi, 
Dr. Sukamta (F-PKS) memaparkan tugas dan upaya - upaya yang telah 
dilakukan oleh BKSAP DPR RI khususnya dalam menyuarakan 
kepentingan - kepentingan nasional dalam situasi global yang semakin 
bergejolak. Meningkatnya konflik dan peperangan, krisis ekonomi, 
perubahan iklim dan lain sebagainya berpengaruh ke situasi nasional. 
Upaya untuk meredakan gejolak pun mengalami tantangan ketika 
institusi-institusi internasional tidak efektif merespon beragam situasi itu.  
Terlebih dengan menjamurnya sikap standar ganda, favoritism, hingga 
upaya pilah-pilih negara-negara dalam menangani gejolak global, 
termasuk dalam isu Palestina. Untuk itu, Indonesia, perlu menjadi 
pemengaruh dengan menjadi pemimpin di tengah gejolak. Ini sejalan 
dengan amanat konstitusi "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan" 
dan "ikut melaksanakan ketertiban dunia," mendorong komunitas 
internasional. Langkah Diplomasi Indonesia dilakukan dengan total 
termasuk melalui Diplomasi Parlemen. 

BKSAP menguraikan strategi Diplomasi Parlemen yang dijalankan 
yakni to lead (memperkuat kepemimpinan DPR RI di level global), to set 
the agenda (menjadi penentu agenda), to strengthen contact 
(memperkuat kontak antarparlemen). 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu 
Supadma Rudana (F-PD) serta Anggota BKSAP Ratih Megasari 
Singkarru (F-PNasdem), Arzeti Bilbina (F-PKB) & Sakinah Al-Jufri (F-
PKS). 
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8. ABA - BKSAP BKSAP Day Tanah Datar 
tanggal 8 November 2023. 

BKSAP DPR RI akan menggelar BKSAP Day dengan tema “Penguatan 
Diplomasi Parlemen Melalui Seni dan Budaya Daerah” di Kabupaten 
Tanah Datar, Sumatera Barat. 

Delegasi dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-
PGerindra) dan beranggotakan: 
1. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) 
2. Anggota BKSAP DPR RI, Fadhlullah (F-PGerindra) 
3. Anggota BKSAP DPR RI, Hasbi Anshory (F-PNasdem) 

Dalam pertemuan tersebut Ketua Delegasi menggarisbawahi 
pentingnya total diplomasi sehingga semua pihak dapat berperan dalam 
kegiatan diplomasi di tingkat global untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional. Selain itu, diplomasi juga harus dilakukan 
dengan berbagai cara termasuk dengan memanfaatkan strategi soft 
power misalnya melalui seni dan budaya, olahraga, pariwisata dan lain 
– lain. 

Delegasi berkesempatan melakukan dialog langsung dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, civitas akademika Institut 
Seni Indonesia Padang Panjang, Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Barat, Universitas Andalas serta para Budayawan Minangkabau. 

 

9. KSB - BKSAP Kunjungan Diplomasi BKSAP 
ke Kazakhstan tanggal 14 – 
20 November 2023. 

Delegasi beranggotakan: 
1. Gilang Dhielafararez; 
2. Fadli Zon; 
3. HT; 
4. Irine Roba. 

 

10. KSR - BKSAP BKSAP Day Denpasar 
tanggal 15 – 17 November 
2023. 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD), 
memimpin Delegasi BKSAP dalam kegiatan BKSAP Day bertajuk 
“Diplomasi Parlemen dalam Mendorong Integrasi Budaya, Kerja Sama 
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Ekonomi dan Pariwisata melalui Kemitraan Sister City/Province” di 
Kantor Pemerintah Provinsi Bali, Denpasar (16/11/2023). 
Diskusi ini menyoroti potensi kerja sama Indonesia dan Kroasia melalui 
kemitraan strategis di tingkat sub-nasional. Kegiatan dihadiri oleh Duta 
Besar Republik Kroasia untuk Indonesia, Ambasador Nebojša 
Koharović; Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin (F-PG) dan Linda 
Megawati (F-PD), serta Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 
Sekda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, beserta jajaran dan 
perwakilan organisasi pariwisata. 

Melalui dialog dengan jajaran pemerintahan provinsi dan pelaku usaha 
pariwisata di Bali, Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana 
berkomitmen menjembatani terbentuknya kemitraan antara Provinsi Bali 
dengan Kota Dubrovnik dan Zadar di Kroasia. Putu menggarisbawahi 
beberapa topik yang penting menjadi fokus kerja sama : i) Kolaborasi 
hub promosi pariwisata; ii) Wisata bahari berkelanjutan dan pengelolaan 
pesisir; iii) Pengembangan produk, budaya, dan ekonomi kreatif; serta 
iv) Pembangunan kapasitas dan pariwisata berkelanjutan. 

“Tata kelola destinasi pesisir dan sustainable tourism Kroasia adalah 
salah satu yang terbaik di dunia. Ini merupakan referensi berharga yang 
dapat diadopsi oleh Bali, khususnya melalui knowledge sharing dalam 
pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH),” ujar Putu. 
Inisiatif ini diharapkan dapat  mendorong akselerasi penyusunan Nota 
Kesepahaman (MoU) antar kedua pihak. Melalui prinsip-prinsip 
sustainable tourism, kemitraan Sister City/Province ini tidak hanya 
berpotensi meningkatkan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, tetapi 
juga memastikan perlindungan bagi pegiat usaha dan komoditas lokal, 
sekaligus melestarikan warisan budaya dan lingkungan bagi 
masyarakat. 
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1.  Rapat Intern MKD tanggal 1 November 
2023. 

Membahas dan mengesahkan program kerja Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 

 

2.   Paket Meeting Mahkamah Kehormatan 
Dewan 2 – 4 November 2023. 

Tema:  
1. Peningkatan keamanan dengan pelaporan IT melalui 

Masyarakat Kebijakan Digital di MKD. 
2. Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil 

Rakyat yang Bervisi. 

 

3.  Rapat Intern MKD tanggal 6 November 
2023. 

Rapat koordinasi Pimpinan MKD dengan Tenaga Ahli MKD  

4.  Paket Meeting Mahkamah Kehormatan 
Dewan tanggal 6 – 8 November 2023. 

Tema: 
1. Peran nilai etika dan etika legislative dalam standarisasi 

Mahkamah Kehormatan Dewan. 
2. Pengembangan Keterampilan Digital: MKD juga 

mencakup pengembangan keterampilan digital 
masyarakat untuk menghadapi tantangan teknologi. 
Pelatihan dan Pendidikan terkait IT merupakan bagian 
penting dari pemahaman IT di MKD. 

 

5. DPRD Kepulauan 
Bangka Belitung 

Kunjungan Kerja tanggal 9 – 11 
November 2023. 

Dalam rangka sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang 
Mahkamah Kehormatan Dewan, Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor (Khusus Anggota DPR RI) serta Hak Imunitas 
Wakil Rakyat 

 

6.  Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Abu 
Dhabi, Uni Emirat Arab tanggal 12 – 18 
November 2023. 

Kunjungan diplomasi parlemen dalam rangka mencari 
masukan peningkatan kinerja Anggota Parlemen dan 
penanganan perkara disiplin serta penerapan hak imunitas 
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1.  Rapat Pimpinan BURT 
Selasa, 31 Oktober 2023 

  

2.  Rapat Intern BURT 
Selasa, 31 Oktober 2023 
Agenda: Pembahasan Rancangan 
Jadwal Kegiatan BURT Masa Sidang II 
Tahun Sidang 2023-2024 

  

3.  Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam 
rangka Evaluasi Pelaksanaan Program 
Jamkestama, Tanggal 31 Oktober – 2 
November 2023 ke Bandung, Jawa 
Barat. 
 

Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi 
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR 
RI dan Keluarganya bertujuan untuk: 
1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai 
pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. 
Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai 
penyelenggara program Jamkestama khususnya bagi 
Anggota DPR I daerah pemilihan Papua beserta 
keluarganya. 

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi 
Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan 
program Jamkestama.  

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya 
pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam 
memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI 
dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah 
sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama 
sesuai standar. 

 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 
(31 Oktober – 16 November 2023) 
 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 53 

 

NO PIHAK KEGIATAN PERKEMBANGAN KETERANGAN 

4. Setjen DPR RI Rapat BURT,  
Rabu, 8 November 2023 
Agenda:  
1. Nojel Realisasi Anggaran DPR RI 

Triwulan III Tahun 2023. 

2. Nojel Rencana Kerja dan Anggaran 
DPR RI Tahun 2024 Berdasarkan 
Alokasi Anggaran 

1. Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan 
III Tahun 2023 sebesar Rp4.451.771.251.212,- (Empat 
triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh 
puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua 
belas rupiah) atau 73,00% dari pagu sebesar 
Rp6.098.212.555.000,- (Enam triliun sembilan puluh 
delapan miliar dua ratus dua belas juta lima ratus lima 
puluh lima ribu rupiah). 

2. Alokasi Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2024 sebesar 
Rp.6.101.766.009.000,-.(Enam triliun seratus satu miliar 
tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ribu rupiah). 

 

5. Rapat Panja BURT,  
Rabu, 8 November 2023 
Agenda:  
1. Panja Realisasi Anggaran DPR RI 

Triwulan III Tahun 2023 Satker 
Dewan. 

2. Panja Realisasi Anggaran DPR RI 
Triwulan III Tahun 2023 Satker 
Setjen. 

3. Panja RKA DPR RI Satker Dewan 
Tahun 2024 Berdasarkan Alokasi 
Anggaran. 

4. Panja RKA DPR RI Satker Setjen 
Tahun 2024 Berdasarkan Alokasi 
Anggaran. 

1. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Dewan sampai dengan 
akhir Triwulan III Tahun 2023 sebesar 
Rp3.216.101.758.976,- (Tiga triliun dua ratus enam belas 
miliar seratus satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu 
sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 71,72% dari 
pagu sebesar Rp4.484.229.865.000,- (Empat triliun empat 
ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh 
sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). 

2. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Setjen sampai dengan 
akhir Triwulan III Tahun 2023 sebesar 
Rp1.235.669.492.236,00 (Satu triliun dua ratus tiga puluh 
lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat 
ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam 
rupiah) atau 76,89% dari pagu sebesar 
Rp1.607.057.690.000,- (Satu triliun enam ratus tujuh miliar 
lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu 
rupiah). 

3. RKA DPR RI Satker Dewan Tahun 2024 Berdasarkan 
Alokasi Anggaran sebesar Rp4.458.557.038.000,- (Empat 
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triliun empat ratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima 
puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah).  

4. RKA DPR RI Satker Setjen Tahun 2024 Berdasarkan 
Alokasi Anggaran sebesar Rp1.643.208.971.000,- (Satu 
triliun enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan 
juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 

6. Rapat BURT,  
Rabu, 8 November 2023 
Agenda: Laporan Panja-Panja BURT 
1. Panja Realisasi Anggaran DPR RI 

Triwulan III Tahun 2023 Satker 
Dewan. 

2. Panja Realisasi Anggaran DPR RI 
Triwulan III Tahun 2023 Satker 
Setjen. 

3. Panja RKA DPR RI Satker Dewan 
Tahun 2024 Berdasarkan Alokasi 
Anggaran. 

4. Panja RKA DPR RI Satker Setjen 
Tahun 2024 Berdasarkan Pagu 
Anggaran. 

  

7. PT Asuransi Jasindo Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam 
rangka Evaluasi Pelaksanaan Program 
Jamkestama, Tanggal 13-16 November 
2023 ke Makassar, Sulawesi Selatan. 

 

Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi 
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR 
RI dan Keluarganya bertujuan untuk: 
1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai 
pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. 
Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai 
penyelenggara program Jamkestama khususnya bagi 
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Anggota DPR I daerah pemilihan Papua beserta 
keluarganya. 

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi 
Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan 
program Jamkestama.  

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya 
pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam 
memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI 
dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah 
sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama 
sesuai standar. 
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1. 
 

Institut Pertanian Bogor (IPB) 
 

Akuntabilitas Keuangan 
Negara. 
 
Kunjungan Kerja 
dilaksanakan pada tanggal 
05 s.d. 07 November 2023. 

BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bogor, Provinsi 
Jawa Barat, selanjutnya melakukan pertemuan dengan Civitas 
Akademika di Kampus IPB, dalam rangka menerima masukan 
atas Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait 
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga 
lainnya. 

 

2. • PT. Hutama Karya 

• PT. Bukit Asam Tbk. 
 

Akuntabilitas Keuangan 
Negara. 
 
Kunjungan Kerja 
dilaksanakan pada tanggal 
14 s.d. 17 November 2023. 

BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi 
Sumatera Selatan, selanjutnya melakukan Kunjungan 
Lapangan serta pertemuan dengan PT. Hutama Karya dan 
PT. Bukit Asam Tbk Palembang dalam rangka Penelaahan 
BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan 
Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga lainnya. 

 

 
***** 
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